BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang

Mengingat

[\

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Dacrah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999  (entang  Pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,
Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Rokan  Hilir,
Kabupaten Siak, Kebupaten Karimur, Kabupaten Natuna,
Kabupaten  Kuantan  Singingi dan  Kota  Batam
schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4880);

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tlentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia | Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang  Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran, Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587);
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scbagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

n

Pecraturan Pcmerintah  Republik  Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

7. Pcraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat
Dacrah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemecrintah Dacrah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemcrintahan  Dacrah  yang memimpin  pelaksanaan  Urusan
pcmerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah otonom;

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;

Perangkat Daerah Kabupatcn adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten dalam penyelenggaraan
urusan Pcmerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah Kabupaten;
Sckretaris Dacrah adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Rokan Hulu;
Dinas Dacrah adalah unsur pclaksana otonomi daerah Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu;

Dinas Pcrhubungan adalah DinasPcrhubunganKabupaten Rokan Hulu
dengan tipe B yang sclanjutnya disingkat DISHUB;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Rokan Hulu.



BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Perhubungan adalah unsur pclaksana urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pcrhubungan terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sckretaris;
¢. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;dan
e. Bidang Angkutan.

(2) Sckretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Percncanaan Evaluasi dan Pclaporan;dan
b. Sub Bagian Umum Pcrlcngkapan dan Keuangan.

(3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b. Seksi Opcrasi dan Pengawasan; dan
c. Scksi Bimbingan dan Pcnyuluhan.

(4) Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari :
a. Scksi Pencrangan Jalan;
b. Scksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;dan
c. Scksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

S5) Bidang Angkutan terdiri dari :
a. Scksi Angkutan Orang dan Barang; dan
b. Scksi Parkir dan Terminal.

Pasal 4

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 3
tercantum dalam lampiran yang mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini.



BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Dinas Perhubungan dipimpin olch scorang Kepala yang mempunyai

tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan
urusan pemerintahan dacrah di bidang Perhubungan Daratberdasarkan
azas otonomi dan tugas pcmbantuan sesuai dengan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud di atas,

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum
dan Umum Perlengkapan dan Keuangandinas;

¢. Pclaksanaan tugas pokok scsuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pclaksanaan operasional di
lingkup tugasnya;

¢. Mecrumuskan visi dan misi scrta menctapkan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan;

[. Merumuskan kcbijakan tcknis di bidang perhubungan ;

g Mengkoordinir dan  mengarahkan pengelolaan  keuangan serta
urusan umum dan Umum Pcrlengkapan dan Keuangan dinas;

h. Mcngkoordinir, mengawasi  dan  mengendalikan  Perencanaan
Evaluasi dan Pclaporan dan kegiatan pada sckretariat dan bidang-
bidang di bawahnya;

i. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang
perhubungan;

J. Meclaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
pclaksanaan opcrasional tugas unit pclaksana tcknis dinas (UPTD;

k. Mcnyclenggarakan  kegiatan  bidang  perhubungan darat  yang
meliputi manajemen  dan  operasional lalu-lintas, sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan;

. Menyclenggarakan kegiatan bidang udara yang meliputi Bandar
udara scria sarana discminasi informasi;

m. Mcmberikan  pelayanan  perizinan/non  perizinan  yang  masih
menjadi kewenangannya scrla bertanggungjawab atas pengelolaan
pcndapatan  yang bersumber dari retribusi  baik yang sudah
dilimpahkan kewenanganya kepada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu maupun yang masih menjadi kewenangannya;

n. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan
barang/jasa di lingkup dinas scsuai  peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

0. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan;

p. Memberikan saran/pertimbangan kcepada atasan sebagai bahan
pcrtimbangan scsuai bidangnya;

q. Mclaksanakan tertib administrasi dan pclaporan;dan

r. Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(1)

(2)

Sekretariat
Bagian Kedua

Pasal 6

Sckretariat  dipimpin  olch scorang Sckrctaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas
melakukan urusan-urusan umum, perlengkapan, keuangan, Umum
Perlengkapan dan Keuangan, melaksanakan penyusunan data,
informasi, penyusunan Pcrencanaan Evaluasi dan Pelaporan, evaluasi
dan pclaporan.

Dalam menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pclaksanaan pengelolaan  urusan Umum Perlengkapan dan

Kcuangan;

b. Pclaksanaan pengelolaan urusan Umum Perlengkapan dan
Keuangan;

¢. Pclaksanaan pcengelolaan  urusan pcrencanaan, evaluasi dan
pclaporan;

d. Mcrencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan
Umum Perlengkapan dan  Kcuangan, keuangan, perlengkapan,
pcrencanaan, evaluasi dan pelaporan;

€. Memberikan tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi
umum dan Umum Perlengkapan dan Keuangan, keuangan,
perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan

I. Mclaksanakan pcngelolaan  administrasi umum dan  Umum
Perlengkapan dan Kcuangan, keuangan, perlengkapan,
pcrencanaan, evaluasi dan pelaporan;dan

g Mclaksanakan tugas-tugas lain yang dipcrintahkan oleh Kepala
Dinas scsuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang
kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris denganh tugas membantu Sckretaris dalam melaksanakan
kegiatan penyusunan rencana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan,
cvaluasi  Perencanaan  Evaluasi dan  Pelaporan kerja  dan
pelaksanaannya.

Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Sub Bagian Pcrencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai fungsi :

a. Pcrencanaan penyusunan Perencanaan [Bvaluasi dan Pelaporan dan
keglatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana Perencanaan Evaluasi dan
Pclaporan dan kcegiatan dinas;

¢. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas;



(1)

d. Pclaksanaan kegiatan Sub Bagian Pcrencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan;

¢. Mcnyusun rencana  Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

f.  Mecnyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

g Mcmbantu atasan dalam mengkoordinir penyusunan Perencanaan
Evaluasi dan Pclaporan dan kegiatan tahunan dinas;

h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian
Umum Perlengkapan dan Keuangan;

. Membantu  atasan  dalam  menyusun  laporan kinerja dinas

bekerjasama dengan Sub Bagian  Umum Perlengkapan dan

Kcuangan;

Membantu atasan dalam menyusun laporan akuntabilitas dinas;

Mcenyiapkan bahan dalam rangka pcengawasan dan pengendalian

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan kegiatan dinas;

I. Mclaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pclaporan;

m. Mcngkoordinasikan dan mclaksanakan cvaluasi Perencanaan
Evaluasi dan Pclaporan dan kegiatan pada dinas;

n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
bawahan;

0. Mcmberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
masukan;

p. Mclaksanakan tertib  administrasi  dan  menyusun laporan
pclaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pclaporan;dan

q. Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

~

Paragraf Kedua
Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang kepala yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam mclaksanakan kegiatan surat mcnyurat, kearsipan, rumah
tangga, pcrlengkapan scrta Umum Perlengkapan dan Keuangan dan
Keuangan di lingkungan dinas.

Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud di atas,
Kepala Sub Bagian Umum Perlecngkapan dan Keuangan mempunyai
fungsi :

a. Menyusun perencanaan Umum Perlengkapan dan Keuangan;

b.  Mcnyclenggarakan Umum Perlengkapan dan Keuangan;

¢.  Pembinaan, pcngendalian, pengkoordinasian, pengawasan dan
pengaturan administrasi ,Umum Perlengkapan dan Keuangan;

d.  Mcrencanakan  kegiatan  Subbagian  Umum  Perlengkapan dan
Keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber
data yang ada scbagai bahan untuk mclaksanakan kegiatan sesuai
dengan peraturan yang telah ditctapkan;
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c.

n.

0.

Z.

aa.
bb.

ccC.

dd.

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dj lingkungan
subbagian  Umum  Perlengkapan  dan Keuangan dengan
memberikan arahan, baik sccara tertulis maupun secara lisan
scsuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
Memcriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan Subbagian
Umum Perlengkapan dan Keuanganguna penyempurnaan lebih
lanjut;

Mcnyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai bidang
;Umum Perlengkapan dan Kcuangan;

Menginventarisasi  permasalahan  yang perhubungan dengan
bidang Umum Perlengkapan dan Kcuangan dan menyiapkan
bahan-bahan dalam rangka pemccahan masalah;

Mclakukan penyusunan formasi pegawai;

Menyiapkan pengusulan bagi CPNS yang memenuhi persyaratan
untjuk mengikuli pra jabatan;

Menyiapkan pcngusulan pegawai yang akan mengikuti Ujian
Dinas;

Menyiapkan  pengusulan  pegawai untuk mendapatkan tanda
pcnghargaan dan tanda jasa;

Mclakukan kegiatan yang berhubungan dengan jenjang jabatan
dan kcpangkatan;

Menyiapkan dan mclakukan pengangkatan dalam jabatan Eselon
IV dilingkungan Dinas Perhubungan;Melakukan dan menyiapkan
pengambilan  Sumpah dan  Pclantikan Jabatan yang menjadi
kewenangan Dinas Perhubungan;

Mcnyiapkan Tata Naskah yang berkaitan dengan serah terima
jabatan;

Mclakukan urusan mutasi dan kenaikan pangkat pegawai;
Menyclenggarakan  pengolahan  terhadap  usul-usul mengenai
urusan pemindahan dan penugasan Umum  Perlengkapan dan
Kcuangan;

Menyiapkan usul-usul pemberian kenaikan gaji berkala dan
tunjangan bagi pegawai dalam lingkungan Dinas Perhubungan;
Mclakukan tata usaha pemberhentian pegawai bukan karna
pcnsiun;

Mclakukan tata usaha pemberhentian karna pensiun normal,
peremajaan, keuzuran, meninggal dan karena tewas;

Mclakukan dan menyiapkan daftar urut daftar (ranglist) pegawai;
Kartu Pegawai (KARPEG);

Mclakukan pengangkatan Calon Pegawai Negeri  Sipil (CPNS)
mcnjadi pegawai Negeri Sipil (PNS);

Mclakukan pengurusan kearsipan tala naskah pegawai dari setiap
pcgawai;

Mcngevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum Perlengkapan
dan Kcuangan;

Meclakukan  penyusunan  laporan  terhadap semua hasil
pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang tugasnya ;

Mclakukan pcningkatan disiplin pegawai;

Mcnyiapkan dan meclakukan peningkatan kesejahteraan pegawai;
Mclakukan penclitian administrasi dan pengurusan uang pesangon
pindah;

Menyiapkan dan membuat naskah yang berhubungan dengan cuti;



cc.

fT.

g8-
hh.

i
kk.

1.

nn.

00.

pp.

qq.

rr.

SS.

tL.
uu.
\AZ

Ww,

Melakukan penelitian naskah pegawai  dan mengumpulkan
persyaratan  untuk pengutusan dan penyelesaian sehubungan
dengan  hak-hak istri/suami dan anak-anak pegawai yang
mceninggal dunia;

Menyiapkan tata naskah pegawai dan menyiapkan persyaratan
yang dipcrlukan untuk pengurusan dan menyelesaikan hak-hak
scsual dengan ketentuan yang berlaku bagi ahli waris pegawai
yang meninggal (anak, istri alau ayah dan ibu kandung pegawai
yang bersangkutan apabila tidak punya anak istri);

Meyiapkan usul biaya perjalanan menjelang pensiun (dalam masa
MPP);

Menyiapkan usul  pemulangan ke  dacrah bagi yang baru
dipcnsiunkan dan usul pemulangan janda pegawai yang meninggal
dunia;

Mclakukan tata usaha dan pengurusan retribusi, taspen dan
asuransi keschatan pegawai;

Mclakukan pengurusan tunjangan cacat sesuai ketentuan yang
berlaku;

Membuat  laporan  pelaksanaan kcgiatan  Subbagian Umum
Perlengkapan dan Kcuangan scsuai dengan sumber data yang ada
dan  berdasarkan kcgiatan yang (clah  dilakukan untuk
dipcrgunakan schagai bahan masukan bagi atasan; dan

Mcnyusun rencana kebutuhan pembinaan/pengendalian dalam
bidang Umum Pcrlengkapan dan Keuangan;

-Penyusunan perbendaharaan serta akuntansi dan tindak lanjut

hasil laporan pemeriksaan:
Menyusun  rencana kebutuhan,  melaksanakan pengadaan,
pcnyimpanan  dan  penyaluran, pemceliharaan, penghapusan,
pengendalian dan inventarisasi barang inventaris;
Mcembagi tugas alau kegiatan kepada para bawahan di Umum
Perlengkapan dan Keuangan dengan memberikan arahan baik
sccara lertulis maupun lisan scsuai dengan permasalahan dan
bidang tugasnya masing-masing;
Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan
dilingkungan Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan guna
pcnycmpurnaan lebih lanjut;
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan  tcknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-
bahan lainnya yang bcerhubungan dengan Umum Perlengkapan
dan Kcuangan dan scbagai pecdoman dan landasan kerja;
Mencarl, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimilasikan,
mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas
Umum Perlengkapan dan Kcuangan;
Mclaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, baik
sccara lertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Sckretaria,
Mcnyiapkan bahan scbagai masukan dalam penyusunan rencana
kerja anggaran.
Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semester dan
prognosis tahun berjalan.
Mcmbantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan
perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca dinas.
Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan dinas.
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(1)

xx. Membantu atasan dalam mengkoordinasikan  pelaksanaan
akuntansi anggaran dinas.

yy. Mclaksanakan vecrilikasi kelengkapan dokumen pencairan dana
dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

zz. Mclaksanakan pcmbayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada
Dinas.

aaa. Mclaksanakan tertib  administrasi  dan  menyusun laporan
pclaksanaan tugas/kegiatan Sub  Bagian Keuangan dan
perlengkapan.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 9

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin olch seorang
kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab Kepada
Kepala Dinas meclalui Sckretaris dengan tugas menyusun Perencanaan
Evaluasi dan Pclaporan rencana manajemen, rekayasa serta bimbingan
kesclamatan lalu lintas dan mclaksanakan operasi dan pengawasan,
kesclamatan dan perparkiran.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana maksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan/materi rapat serta perangkat peraturan
yang berkaitan dengan lalu lintas, operasi dan pengawasan,
keselamatan;

b. pcemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis di bidang
tugas pada bawahan;

¢. penyusunan  Perencanaan Evaluasi dan  Pelaporan pembinaan,
penyclenggaraan  dan manajemen  lalu  lintas, operasi dan
pengawasan, keselamatan dan;

d. pclaksanaan rckayasa lalu lintas sesuai dengan kondisi daerah;

¢. pelaksanaan bimbingan kesclamatan lalu lintas kepada masyarakat
supaya tercipta tertib lalu lintas;

[.  pcmantauan/mcengawasi penyclenggaraan lalu lintas, operasi dan
pengawasan, kesclamatan dan;

g. pelaksanaan cvaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan
tugas dibidang lalu lintas, opcrasi dan pengawasan, keselamatan
dan perparkiran kemudian menyampaikannya kepada Kepala Dinas
scbagai bahan pertanggung jawaban;

h. pclaksanaan koordinasi intern antara unit kerja di lingkungan dinas
scria instansi terkait dalam pelaksanaan agar ada keterpaduan;

I. menctapan sasaran opcrasi dan pengawasan,;

J- penyusunan  Perencanaan Evaluasi dan Pcelaporan pelaksanaan
tugas lalu lintas, opcrasi dan pecngawasan, kescelamatan dan;

k. pemberian pertimbangan scrta saran kepada Kepala Dinas di bidang
tugasnya; dan

l.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2)

Paragraf Kesatu
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 10

Kepala Scksi Manajemen dan Rckayasa Lalu Lintas dipimpin oleh
scorang kcpala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab
Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan tugas
menyusun dan mclaksanakan Percncanaan Evaluasi dan Pelaporan
rencana manajemen, rekayasa lalu lintas.

Dalam mcnyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan-bahan materi rapat scrta perangkat peraturan
yang diperlukan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

b. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang
tugas kepada bawahan;

¢. penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan
lalu lintas bcerdasarkan  peraturan perundang-undangan dan
Kebijaksanaan Bupali,

d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan
Jaringan jalan di dacrah mcliputi Pemantauan volume / intensitas
kepadatan lalu lintas harian, Tingkat kecepatan kendaraan dan
Pengaturan scria penentuan sistem dan mekanisme
penyelenggaraan lalu lintas meliputi Batas kecepatan maksimum,
Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan Pembatasan pengunaan
jalan terhadap jenis kendaraan tertentu;

e. pclaksanaan pendataan dibidang manajemen lalu lintas dan
memberikan laporan sccara periodik;

[. pclaksanaan cvaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan
tugas dibidang manajcmen lalu lintas, kemudian menyampaikannya
kepada  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  scbagai  pertangung
Jawaban;pclaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkungan
dinas dalam pelaksanaan tugas agar ada keterpaduan;

g. pclaksanaan inventarisasi jaringan jalan;

h. pcendataan dan melakukan pemctaan jaringan jalan;

. pclaksanaan pendataan marka jalan, rambu-rambu serta alat
pemberi isyarat lalu lintas;

J- pembuatan, memelihara dan mercnovasi marka jalan, rambu serta
alat pemberi isyarat lalu lintas;

k. penginventarisiran ruas jalan dan lokasi yang harus dipasang
marka jalan, rambu-rambu scrta alat pcmberi isyarat lalu lintas
lainnya;

. pemantauan dan mcngawasi pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan marka jalan, rambu-rambu scrta alat pemberi isyarat lalu
lintas lainnya;

m. penyusunan  Perencanaan  Evaluasi dan Pclaporan  operasional
manajcmen lalu lintas kepada masyarakat;

n. pclaksanaan bimbingan, penyuluhan di bidang lalu lintas guna
mcnumbuhkan budaya tertib lalu lintas;

10



(2)

0. pclaksanaan kerja sama dengan media cetak / eletronik dibidang
lalu lintas;

p. pclaksanaan pcmantauan  penclitian  terhadap prilaku  sosial

masyarakat dalam bcerlalu lintas;

pclaksanaan pengkajian terhadap masalah kecelakaan lalu lintas;

pclaksanaan pcendataan kecelakaan lalu lintas di daerah;

pcmberian bimbingan dan penanggulangan, pencegahan kecelakaan

lalu lintas;

L. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Lalu
Lintas dibidang tugasnya; dan

u. pclaksanaan tugas lain yang dibcerikan olch atasan

00

77

Paragraf Kedua
Seksi Operasi dan Pengawasan

Pasal 11

Kepala Scksi opcrasi dan pengawasan dipimpin oleh seorang kepala
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dcngan tugas menyusun
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan rencana operasi dan pengawasan
lalu lintas.

Dalam mcnyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud diatas kepala

seksi opcrasi dan pengawasan mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan-bahan materi rapatl serta perangkat peraturan
yang dipcrlukan di bidang opcrasi pengawasan dan parker;

b.  pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang
tugas kepada bawahan;

c. penyusunan kegiatan penyclenggaraan operasi dan pengawasan
LLAJ berdasarkan peraturan perundang-undangan  dan
Kcbijaksanaan Bupati;

d. pclaksanaan operasi dan pengawasan LLAJ secara berkala;

¢.  pengaturan dan mencntukan mckanisme operasi dan pengawasan
LLAJ meliputi Batas wilayah operasi dan pengawasan, Pengaturan
tcknis opcrasi dan pengawasan dan Pembatasan operasi dan
pcngawasan;

. pclaksanaan pendataan dibidang opcrasi dan pengawasan dan
membcerikan laporan sccara periodik;

g.  pclaksanaan cvaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan
tugas dibidang operasi dan pengawasan;

h. pclaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan antar unit
kerja di lingkungan dinas dalam pclaksanaan tugas agar ada
keterpaduan;

1. pclaksanaan inventarisasi jaringan opcerasi dan pengawasan;

J. pendataan dan melakukan  pemetaan  jaringan operasi dan
pcngawasan,

k. pclaksanaan pcndataan peralatan operasi dan pengawasan lalu
lintas;

L. pcmbuatan, memclihara dan merenovasi perangkat operasi dan
pcngawasan,

11



(1)

m. penginventarisiran ruas jalan dan lokasi sasaran operasi dan
pengawasan;

n. pemantauan dan mengawasi  sctiap  pelanggaran  dalam
melaksanakan operasi dan pengawasan;

0. penyusunan Percencanaan Evaluasi dan Pelaporan operasional dan
pcngawasan;

p. pclaksanaan bimbingan, pcnyuluhan pada pelaksanaan operasi
dan pengawasan menumbuhkan budaya tertib lalu lintas;

q. pclaksanaan kerja sama dengan media cetak/elektronik dibidang
bimbingan kesclamatan lalu lintas;

r.  pclaksanaan pcmantauan  penclitian  tcrhadap  prilaku  sosial
masyarakat dalam berlalu lintas;

$.  pclaksanaan pengkajian terhadap masalah pelanggaran lalu lintas;

t.  pelaksanaan pendataan sctiap pelanggaran lalu lintas;

u. pcemberian bimbingan dan  penanggulangan,  pencegahan
kececlakaan lalu lintas;

v. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Lalu
Lintas dibidang tugasnya; dan

w. pclaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan.

X. pclaksanaan penclitian lapangan guna menentukan tingkat teknik
kesclamatlan pengguna jalan.

y. penctapan pengaturan,  sistem dan mekanisme  tingkat

kesclamatan dan pergerakan kendaraan;

z.  pelaksanaan cvaluasi dan membuat laporan realisasi pekerjaan di
bidang tugas

aa. Mcmbangun dan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait
(kepolisian dan pengadilan)

Paragraf Ketiga
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 12

Seksi bimbingan dan pcnyuluhan dipimpin oleh seorang kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang
Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan (ugas menyusun Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan rencana bimbingan dan penyuluhan Lalu Lintas
Angkutan Jalan.

Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala scksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

a. Mcnylapkan bahan penyusunan rencana Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan dan petunjuk teknis di bidang bimbingan dan
keselamatan;

b. Mcnyiapkan bahan pclaksanaan rcencana Perencanaan Evaluasi
dan Pclaporan dan petunjuk tcknis di  bidang manajemen
bimbingan dan kesclamatan;

c. Mcnyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang angkutan laut dan udara;
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(1)

(2)

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang manajemen bimbingan dan keselamatan

¢. Mcenyiapkan bahan pengawasan dan  pengendalian  di - bidang
manajemen bimbingan dan kesclamatan;dan

[, Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Bidang Sarana Dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
mclalui Sckretaris dengan tugas merumuskan kebijaksanaan teknis,
pemberian bimbingan dan pembinaan, menyclenggarakan, mengelola,
menyusun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan perencanaan dibidang
teknik sarana dan prasarana.

Dalam menyclenggarakan scbagaimana maksud pada ayat (1), kepala

bidang tcknik sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

a. Pcenyusunan rencana  Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan
pctunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;

b. pcnylapan bahan-bahan materi rapat serta perangkat peraturan
yang dipcrlukan di bidang Sarana dan Prasaran;

¢. Pelaksanaan rcncana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan
pctunjuk tcknis di bidang sarana dan prasarana;

d. Pclaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang sarana dan prasarana; Merencanakan
Kebutuhan Sarana dan Prasana Lalu Lintas;

¢. Merencanakan Kebutuhan Kelistrikan dan distibusi minyak untuk
pcrtahun;

. Mcrencanakan Pemeliharan Sarana dan Prasarana lalu lintas dan
Kelistrikan secara berkala;

g. Menginvclarisasi Sarana dan Prasaran Lalu Lintas dan Kelistrikan;

h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana
dan prasarana,;

1. Pclaksanaan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan

J. Mclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf kesatu
Seksi Penerangan Jalan

Pasal 14

Seksi  Pencrangan Jalan dipimpin  olch  seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang
Sarana Dan Prasarana dengan tugas melaksanakan penyiapan
perumusan cvaluasi dan koordinasi bidang penerangan jalan.
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(2)

Dalam menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja di bidang usaha kelistrikan dan distribusi
minyak;

b. Mcnyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan usaha
kelistrikan dan distribusi minyak untuk pedesaan penerangan jalan;

¢. Menyusun perencanaan teknis pengembangan usaha kelistrikan
dan distribusi minyak pedesaan penerangan jalan;

d. Merencanakan Kebutuhan Kelistrikan Pedesan Penerangan Jalan;

e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan [fasilitasi kegiatan
pengembangan usaha kcelistrikan dan distribusi minyak:

[. Mcnyiapkan rckomendasi tecknis usaha kelistrikan dan  proses
perizinannya scsuai dengan peraturan yang berlaku;

g. Melaksanakan invetarisasi dan pendataan usaha kelistrikan dan
distribusi minyak, scrta perhitungan pajak dan distribusi di bidang
kelistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis ketenagalistrik
dan distribusi minyak yang beredar di masyarakat;

i.  Mclaksanakan inventarisasi dan pendataan Rumah Tangga yang
tidak terlayani jaringan Listrik PLN;

J.  Mclaksanakan koordinasi pemenuhan listrik bagi daerah terpencil
dan interkoncksi jaringan PLN;

k. Melaksanakan pcmbinaan  pengelolaan  kelistrikan,  kelompok
masyarakat pengguna jasa kelistrikan bagi daerah yang tidak
terlayani dan tidak termasuk kedalam rencana perluasan jaringan
PLN;

. Meclaksanakan pcmbinaan dan pengawasan keselamatan kerja di
bidang kelistrikan;

m. Mclaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan
kelistrikan;

n. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin Kelistrikan Pedesaan
Pcnerangan Jalan; dan

0. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan
tugas.

Paragraf kedua
Seksi Pengembangan Sarana dan Prasaranan lalin

Pasal 15

Scksi Pengembangan Sarana dan Prasaran Lalu Lintas dipimpin
Scorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala  Bidang Sarana Dan Prasarana dengan tugas
memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta
memberikan pclayanan pada bidang tugasnya.

Dalam menyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepala scksi Pengembangan Sarana dan Prasaran Lalu Lintas
mempunyati fungsi :

14




(1)

(2)

f—

Mcnyiapkan bahan penyusunan rencana  Perencanaan Evaluasi
dan Pclaporan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan
Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;

Menyiapkan bahan pclaksanaan rencana Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan dan petunjuk tcknis di bidang pengembangan;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pcngembangan Sarana dan Prasarana
Lalu Lintas;

Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang
pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;

Mcnyiapkan bahan cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana Dan Prasarana scsuai tugas dan fungsinya;
Penyusunan rencana  Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  dan
pctunjuk tcknis di bidang sarana dan prasarana;

Pclaksanaan rcncana Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan
pctunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;

Mengajukan Pembiayaan Kebutuhan Lampu merah (Pengisian
Token);

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain di bidang sarana dan prasarana;

Pclaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana
dan prasarana;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pclaksanaan tugas;dan
Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
scsual tugas dan fungsinya

Paragraf Ketiga
Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasaranan Lalu Lintas

Pasal 16

Seksi Pemcliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas dipimpin
seorang Kcpala yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan
pembinaan terhadap penyclenggaraan pengelolaan pemeliharaan serta
membcerikan pclayanan pada bidang tugasnya.

Dalam menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala scksi Scksi pemcliharaan Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas
mempunyai fungsi :

a.

c.

Mcnyiapkan bahan penyusunan rencana Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan dan petunjuk tcknis di bidang pemeliharaan Sarana
dan Prasarna Lalu Lintas;

Mcnyiapkan Pcmcliharaan Sarana dan  Prasaran Lalu Lintas
pcrtahun sccara berkala;

Mcnylapkan bahan pclaksanaan rencana Perencanaan Evaluasi
dan Pclaporan dan pctunjuk teknis di bidang pemeliharaan
Mecnyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang pemeliharaan;

Menyiapkan bahan pengawasan dan  pengendalian di  bidang
pcmcliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
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Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana Dan Prasarana scsuai dengan tugas dan
lungsinya;dan

Mcnginvetarisasi Sarana dan Prasarana Lalu lintas.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Angkutan

Pasal 17

(1) Bidang Angkutan dipimpin scorang Kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris dengan
tugas merumuskan kebijaksanaan tcknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, menyclenggarakan, mengelola, menyusun perencanaan
dibidang angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan
sungai.

(2) Dalam menyclenggarakan tugas sehagaimana maksud pada ayat (1),
kepala bidang Angkutan mempunyai fungsi

a.

pcnyiapan  bahan-bahan/materi  perangkat peraturan dibidang
angkutan jalan sungai dan danau sebagai pedoman melaksanakan
tugas;

pemberian  bimbingan, arahan dan petunjuk teknis dibidang
tugasnya kepada bawaan;

perumusan program kerja pelaksanaan angkutan orang, barang dan
angkutan khusus sungai dan danau agar berjalan dengan sukses;
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan angkutan orang barang dan
angkutan khusus sungai dan danau sebagai pedoman dalam
mclaksanakan tugas;

pcnylapan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan serta
keputusan kepala dacrah tentang bidang tugasnya;

penyusunan dan menclapkan trayck angkutan orang, barang,
angkutan khusus dan angkutan sungai;

pclaksanaan analisa tcrhadap rasio pcnumpang dengan kendaraan
yang harus discdiakan guna kepcrluan angkutan
orang/pcnumpang dan barang;

penyiapan  sural-sural dan rckomendasi yang diperlukan untuk
menctapkan taril trayck angkutan orang atau barang baik melalui
darat maupun sungai;

pcmantauan/pengawasan  terhadap pcelaksanaan tarif angkutan
penumpang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

pimpinan pclaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan
alur sungai di kabupatcn;

penctapan jaringan trayck sungai kabupaten dan pemberian izin
penggunaan jaringan lintas sungai kabupaten;

pembinaan dan pengaturan sistim pelaksanaan angkutan orang,
barang angkutan khusus dan angkutan sungai;
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(1)

(2)

m. pengevaluasian kegiatan dibidang tugas penyelenggaraan angkutan
orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau untuk
mengetlahui realisasi pelaksanaan program,;

n. pembuatan laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban; dan

0. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Kesatu
Seksi Angkutan Orang dan Barang

Pasal 18

Scksi Angkutan Orang dan Barang dipimpin seorang Kepala yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang
Angkutan dengan tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun
Perencanaan Evaluasi dan Pclaporan rencana pembinaan dan
bimbingan dalam pcnyclenggaraan angkutan orang dan barang.

Dalam menyclenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepala Scksi Angkutan Orang Dan Barang mempunyai fungsi :

a. pclaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;

b. pcmberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang
tugasnya kcpada kepada bawahan;

¢. penyusunan dan menctapkan trayck angkutan orang dan barang;

d. pclaksanaan analisis terhadap rasio pcnumpang dengan kendaraan
yang harus discdiakan guna keperluan angkutan orang /
pcnumpang dan barang;

¢. pengelolaan dan mclayani perizinan trayek angkutan orang dan
barang dan izin usaha angkutan orang dan barang serta izin
opcrasi;

[.  penylapan sural-surat dan rckomendasi yang diperlukan untuk
menctapkan taril angkutan orang dan barang;

g pengamatan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang yang
tclah ditctapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku; dan

h. pclaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan

I.  pengawasan pengoperasian penyclenggaraan angkutan sungai dan
danau scrta penycberangan;

J- penctapan lokasi rambu, lokasi pclabuhan dan penyeberangan
lintas Kabupaten;

k. pengawasan pcmenuhan mutu, pelayanan mutu sarana angkutan
Sungai Danau danPenycberangan (SDP);

I.  pcngawasan badan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP
scrta mutu pclayanan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan
(SDP} yang akan diopcrasikan;

m. penyusunan  rencana kebutuhan  dan  lokasi pembangunan
prasarana angkutan sungai di Kabupaten;

n. penyusunan pembangunan dan  pemeliharaan alur sungai  di
Kabupatcn;

17

U S



L p——T

0.

pemberian lzin pembuatan tempat pembinaan kayu (Log Pond)
jaringan tcrapung dan kerabah di sungai dan danau;

pemberian izin bangunan prasarana yang melintas alur sungai dan
danau;dan

pemberian izin usaha angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
(SDP);

Paragraf Kedua
Seksi Parkir dan Terminal

Pasal 19

(1) Seksi Parkir Dan Tcerminal dipimpin scorang Kepala yang berkedudukan
dibawah dan bcrtanggung Jawab kepada Kepala Bidang Angkutan
dengan tugas menyusun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan rencana
operasi dan pengawasan lalu lintas.

(2) Dalam mcnyclenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Parkir dan Terminal mempunyai fungsi :

a.

b.

0.

penyiapan bahan-bahan materi rapat scrta perangkat peraturan
yang diperlukan di bidang opcrasi pengawasan dan parker;
pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang
tugas kepada bawahan;

penyusunan kegiatan penyelenggaraan operasi dan pengawasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan
Bupati;

pclaksanaan opcrasi pengawasan dan parkir lalu lintas secara
berkala;

pengaturan dan menentukan mekanisme parkir dan terminal
meliputi

Batas wilayah parkir dan terminal, Pengaturan teknis parkir dan
terminal dan Pembatasan parkir dan terminal;

pclaksanaan pendataan dibidang parkir dan terminal, memberikan
laporan sccara periodik;

pclaksanaan cvaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan
tugas dibidang parkir dan terminal;

pclaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan antar unit kerja

di  lingkungan dinas dalam pclaksanaan tugas agar ada
keterpaduan;

pclaksanaan inventarisasi jaringan parkir dan terminal;

pendataan dan mclakukan pemctaan jaringan parkir dan terminal;
pclaksanaan pendataan peralatan parkir dan terminal;

pembuatan, memelihara dan merenovasi perangkat parkir dan
lerminal;

penginventarisiran luas dan lokasi parkir dan terminal;

pcmantauan dan mcngawasi scliap pelanggaran dalam parkir dan
terminal;

pcnyusunan  Pcrencanaan  Evaluasi dan  Pelaporan parkir dan
terminal;

pclaksanaan  bimbingan, penyuluhan pada pelaksanaan parkir
danterminal budaya tertib lalu lintas;
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r. pclaksanaan kerja sama dengan media cetak/elektronik dibidang
bimbingan kesclamatan lalu lintas;

s. pelaksanaan pemantauan penclitian  terhadap prilaku  sosial
masyarakat dalam berlalu lintas;

L. pclaksanaan pengkajian terhadap masalah pelanggaran lalu lintas;

u. pclaksanaan pendataan setiap pelanggaran lalu lintas;

v. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

w. pelaksanaan penclitian lapangan guna menentukan tingkat teknik
keselamatan dan perparkiran

X. penclapan pengaturan, sistem dan mckanisme tingkat keselamatan
dan pcrgerakan kendaraan di lokasi parkir;

y. pelaksanaan cvaluasi dan membuat laporan rcalisasi pekerjaan di
bidang tugas;dan

z. Membangun dan mcnjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait
(kepolisian dan pengadilan)

BAB V
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala Dinas dalam mclaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupali.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mencrapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi sccara vertikal dan horizontal baik di lingkungan
masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan
harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
mengkoordinasikan bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-

masing.

(2) Pimpinan satuan organisasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
membcerikan  bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas
bawahan.

(3) Bimbingan dan pctunjuk scbagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
diolah dan dipergunakan scbagai bahan untuk menyusun laporan
sccara berkala dan tepat waktu.

(4) Hasil laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan
kepada pimpinan satuan organisasi secbagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

19
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal 8 Safar 1438 H
8 November 2016 M

!

X SUKIMAN

IS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULT,

Diundangkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal ¢ Safar 1438 H
9 November 2016 M

SEKRET

I* DAMRI
Pembina Utama Madya
NIP 19580413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2016 NOMOR : 51
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